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I{euangan I ]egzu a (L E] E'[ 39 I Iegeu a Republlk IndOneSla

Tahun 2003 Nomor 47, T
. , Tambah
Republik Indonesia Nomor 4286{;1; an Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan
Perbendgharaan Negara (Lembaran Negara Republilg:
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undan_g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakxlgn
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Undang-Undansg -~
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: Tambah a
Republik Indonesia Nomor Salrggl' % Lembaran Negara

8 Nomor

Undang~Undan
Pembentukan 12 Tahun 2011

Peraturan

Lemb Perundang-

g\lo aran Negara Republik Indonesia Ti}?ndangan
mor 82, Tambahan Lemba e o

Indonesia Nomor 5234); ran Negara Republik

g Nomor
tentang

Peraturan Pemerintah No
Kedudukan Protokoler D
Anggota Dewan Perwakil

mor 24 Tahun 2004 tentang
an Keuangan Pimpinan Dan

: an Rakyat Daerah (Lemb
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 l\gomorar;gl

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahgn
Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Neg};ara
Republik Indonesia Tahun 2007 Ngmor 80, ’I‘a;nlb.a an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

Keuangan
Pengelompokan Kemampuan :
g;:f—l:f Penganggaran dan Pertanggungjawaban

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpé:nan
D o Perwakilan Rakyat Daerab Serta Tata Care
P:r\ivginmbalian Tunjangan Komunikast Intensif dar

Dana Operasional.
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Peraturan Daerah Kabupaten Sint

2006 tentang Pengelolaan Keuangaarrll gDI:eOEZ}o:(EeS Ts D
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Norﬁ)rar;g
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomecr 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor & Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013

Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014

2. Pemerintah ...
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BAB I
KETENTUAN UMum
Pasal 1

Dala i1
m Peraturan Bupati inj Yang dimaksud dengan:

1.

2,

10.

Daerah adalah Kabupaten Sintang;

Pemerintahan Daerah
Pemerintahan oleh P
Perwakilan Rakyat Da.
tugas pembantuan d

adalgh penyelenggaraan urusan
emerintah Daerah dan Dewan
erah menurut asas otonomi dan

engan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negar ; :
Repu
Tahun 1945; gara Republik Indonesia

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah Kabupaten Sintang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sintang;

Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua
DPRD Kabupaten Sintang;

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten
Sintang dan telah mengucapkan sumpah/janji
berdasarkan  ketentuan Peraturan  Perundang-
undangan,

Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD
Kabupaten Sintang;

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah
yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang;

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah
klasifikasi atau Kklaster suatu daerah untuk
menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah_
tertentu yang ditetapkan dengan formula Seb‘igal.
dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasl
Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

pada setiap klaster;

12. Belanja ...
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Anggaran Pendapatan

. A dan Belan;
selanjutnya disingkat APBD agaﬁf Sgafrah yang
Keuangan Tahunan atu rencana

berdasarkan Peraturan D i yang  ditetapkan

BAB 11

TATA CARA PERHITUNGAN PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dihitung
dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 sama
dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2014.

(1)

(2)

Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar perhitgngan
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, adalah data Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang

Tahun Anggaran 2014.

Perhitungan Kemampuan Keuanggxlnku]t(EI;;ae;)rla;k;l
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila
Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III ...




(2) Berdasarkan nilai nominal Kelom

Keuangan Daerah Kabupaten i

_ Sintan Tah
Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud padga ayat (li?

maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten

Sintang  termasuk dalam kategori Kelompok
Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, yaitu di atas
Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

(3) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun  Anggaran 2014
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar bagi penetapan besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2014.

(4) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun  Anggaran 2014
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar bagi penetapan besaran Belanja Penunjang
Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Anggota dan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka.bupaten
Sintang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dlmakgud
dalam Pasal 4 ayat (3) dan Belanja Penunjang Operasinal
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dgerah Kabupaten
Sintang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4), disesuaikan dengan kemampuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lKabup}ag;r;}
Sintang Tahun Anggaran 2014 dan akan diatur leb
lanjut dengan Keputusan Bupati Sintang.

BAB IV...



b R v

BAB 1y .
HETENTUAN PERAL1y ~ logg
 paa g A |

R i

al petunjuk Pelaksanaan vg

) seba® dalam Peraturan inj Y c?g Pelum giq ur

U gty o Undangan yang ber) atur  lebip dan/atay pe o

, Peﬂmdaﬂg g berlaky. ANjut  segyus um cuky,
ai ket@ntuan \

quan yang diatur dalam Peragy,

- Kete? i . ran ini mylg;
L0 1 Januari 2014 sam Mmula
| ) ” nggal pal dengan tanggal 3 Delse?r‘lﬁs%akan pada
! 14,
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

g——" Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

g setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
- gupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal J( Desember 2013

( \BUPATI SINTANG,’%
/7
'd

f MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 3/ Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN sinTanG, {

WLKIFL] HAJT AHMAD




